BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan
Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan hasil rapat tanggal 5 Januari 2022,
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Satuan Biaya  Operasional Kegiatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 347) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 07/PRT/M /2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1235);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);



18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194 /PMK.05/2014
tentang Pelaksaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian
Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan
Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1472);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164/PMK.05/2015
tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
276) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
: 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 567);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporandan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 593);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 485);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 486);



Menetapkan

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 512);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 593);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
beberapakali Terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27
Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya
Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor

27 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya

Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten

Gresik Tahun 2021 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 27
Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya
Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah dan selanjutnya
berbunyi sebagai berikut:

9. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara diberikan kepada selain
aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu
acara dalam kegiatan seminar, rapat Kkerja,
sosialisasi, desiminasi, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang
mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD
dan dihadiri lintas perangkat daerah dan/atau
masyarakat;

15. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan
Uang Representasi
a. Jenis Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan
untuk menganggarkan perjalanan dinas
jabatan melewati batas kota dan perjalanan
dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai
negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain
sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan,;

2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan
untuk menganggarkan perjalanan dinas
tetap yang dihitung dengan memerhatikan
jumlah  pejabat yang  melaksanakan
perjalanan  dinas. Pengeluaran  oleh
Pemerintah  Daerah untuk pelayanan
masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh
tenaga penyuluh pertanian, juru penerang,

penyuluh agama, dan lainnya;



3)

4)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat
daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap,
dan pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Terdiri atas
perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih
dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas
yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan)
jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang
kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan
uang transport lokal termasuk pemberian
uang transportasi pada masyarakat dalam
rangka menghadiri rapat, seminar, dan
sejenisnya;

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota. digunakan untuk

menganggarkan perjalanan dinas dalam

rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah

Daerah penyelenggara dan dibiayai

seluruhnya  oleh  Pemerintah  Daerah

penyelenggara maupun yang dilaksanakan

Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam

kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya

perjalanan dinasnya  ditanggung oleh

Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

a) Biaya transportasi peserta,
panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam
kota maupun dari luar kota;

b) Biaya paket meeting
(halfday/ fullday/ fullboard/ residence);

c) Uang saku peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal
dari dalam kota maupun dari luar kota;
dan

d) Uang harian dan/atau biaya penginapan
peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber yang mengalami kesulitan

transportasi.
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5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar

Kota.

Digunakan untuk menganggarkan

perjalanan dinas dalam rangka rapat,

seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan

di luar kota pada Pemerintah Daerah

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh

Pemerintah Daerah penyelenggara, serta

dilaksanakan di luar kota Pemerintah

Daerah peserta dengan biaya perjalanan

dinas yang ditanggung oleh Pemerintah

Daerah peserta, meliputi:

a) Biaya transportasi peserta
panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam
kota maupun dari luar kota;

b) Biaya paket meeting
(halfday/ fullday/ fullboard/ residence);

c) Uang saku peserta, panitia/moderator
dan/atau narasumber baik yang berasal
dari dalam kota maupun dari luar kota;
dan

d) Uang harian dan/atau biaya penginapan
peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber yang mengalami kesulitan
transportasi.

b. uang representasi perjalanan dinas
uang representasi perjalanan dinas hanya
diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah
dan pejabat eleson II yang melaksanakan
perjalanan dinas jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada

jabatan
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR


JDIHHUKUM
Typewriter
25 Januari 2022

JDIHHUKUM
Typewriter
25 Januari 2022


